. l Menimbang :

Meng'mgé.t

a.

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR: R TAHUN 2011
TENTANG
‘PAJAK AIR TANAH : e

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

"bahwa berdasarkan Uniiang-Undéng Nomor 28 Ta.h,*iln 2009
‘tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah sé{tu pajak

yang "diserahkan pengelolaannya ke Daerah yang sc;fla.!na ini
dikelola oleh Pemerintah adalah Pajak Air Tanah; - 3 .

bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang I§omor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerglh, Pajak

. Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dunakéud huruf

-

a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tenté;.ng Pajak.

Air Tanah.

—

: ».Undang—Uﬁdang Nomor 9 Tahun 1956 tentang’ Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah’}”é Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20); : : - a0
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor
3209); ' ’

; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketsntusn Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara iRepublik
Indonesia Nomor 3662) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200? tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan%"-Undang

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat AtasiUndang-

- Undang Noinor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum idan Tata

cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tamibahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 4999); : '

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (Lembaraii Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); : TR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara [Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomer 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 3648); .
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Daerah ‘Dengan Surat . Paksa (Lembaran Negara | Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembarzan Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

:Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821) = : g
Uadang-Undang Nomor 14 Tahurn 2002 tentang Pengadilan Pajalk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorj#189);

'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangin Negara
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #286);

10;

a1,

12,

~Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. tentang Sumb. } Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nopmor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); - -
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peni{ben;mkan
Peraturan - Perundang-Undangan (Lembaran Negara éﬁiepubﬁk
n Negara

-~ Republik Indonesia Nomor 4389);

18,

14,

18.

16.

$4s

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pef-}ﬁeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (§.embaran »

]

Neraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); i

-‘Undang-Undang Nomor ‘32 Tahun 2004 tentang Pcm’&:nntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20?(;)4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nompr 4437),
scbagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengari Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ké¢dua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teritang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor %{4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang "Pgjak D%erah dan
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara {Republik
Indenesia Nomer 5049); ' b

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindvngan dan

. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara !Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembardn Negara
Republik Indonesia Nomor 5059); - R P

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
‘Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelénggaraan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesfa Nomor

3866);
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19 Peraturan Pemenntah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pcngclolaan
Keunangan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indoncsza Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara i Repubhk
Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentanguPedoman

- Penyusunan . dan Penerapan Standar Pelayanan } Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 2005 Némor 150,
Tambahan Lembaran Negadra Republik Indonesia Nomor 34585),

21. Peraturan Pemecrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang fedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan P@menntil; Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 165);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang P{gm‘bagxan
" Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
. Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara -
. Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan xhbaran
" Negara Republik Indonesia Nomor 4737); :

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Au- Tanah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ‘omor 83,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor #8539);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Fat
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paj
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Ncga:na Nomor
5161); b

25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tcntang J ms Pajak

Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepal: Daerah

~ Atau -Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan mbaran
Negara Nomor 5179);

'26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
' "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaxma}ha. telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor §9 Tahun
. 20C8;
'27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 20 ﬁ tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota é kittinggi
Tahun 2000 Nomor 100);

. 28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang
- . Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lcmbaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 03);

29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Kota
Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lcmbaran Daerah Kota Eipklttmggl
Tahun 2006 Nomor 08);

30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2oq;3 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah
Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

31. Pcraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tcnta.ng
‘'Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Dac;ra.h Kota’
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

32. Peraturan Darah Kota Bukxttmggx Nomor 12 Tahun 2008 tentang

. - Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daqrah Kota

Bukittinggi (Lembaran - Dacrah Kota Bukittinngi Tah;un 2008
Nomor 12). ;

Dengan Penetujuan Bersama :
: DEWAN PERWA.KILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
WALIKOTA BUKITTINGGI

o e o

‘

st
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MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAXK AIR TANAH.

gas Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

255

permukaan tanah; e
. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mcrupaﬁiap satu
_kesatuan, baik Yang melakukan usaha maupun yang tidak melaku ;. usaha

Daerah adalah Kota Bukittinggi;

‘.Da.sa:r Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; ‘
Pemerintah Dacrah adalah Walikota Bulkittinggi dan Perangkat Daergh ‘sebagai
: E

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; E
Walikota adalah Walikota Bukittinggi; ' E

Dewan Perwakilan Rakyat Daergh’ yang selanjutnya disebut DP D ' adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Perderintahan
Daerah; . . - ’ ' N

- Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota

Bukittinggi yang mengelola dan memungut pajak air tanah;
Peja"bat adalah Pegawai Negeri - Sipil yang diberi tugas tertentu f, dibidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemng:la.ng-Undanga_m; it

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan g.v.r tanah;
Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan fdi ba

yang meliputi- perseroan terbatas, perseroan komanditer, persero lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerali (BUMD)
deéngan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana :,'pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau orgahisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tcrmasulg kontrak

 investasi kolektif dan usaha tetap;

11.

12,

_;:adib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, c_i:notong
pagjak, dan pemungut Pgjak, yang mempunyai hak dan kewsgjiban p sTRajakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

~ ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Dderah;
<

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah koutribusi wajiff kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan Yang bersifat mmemaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara dangsung

" dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi scb.csar-bcsarnya kerd;a.kmuran

14.

15.

rakyat; 5 , : i
Pemungutan ,adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpuhan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan pcnyetoq'fannya;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan /atau

. Surat _Setora.n Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD ada]i?}r.h bukti

Pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan .dengan cara lain ke Kas Daeralh mel i tempat
.pexnbaya;an yang di tunjuk oleh Walikota; 3
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17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selénjutnya diéingkat SKPD ada]ah surat -
Pajak yang menentgkan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 5o

. sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus diBayar; i’ ;

19. Surat’ Ketétapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang sglanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketétapan pajak yang menentukan ; ambahan

. atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang'selanjutnya disingkat.SKPN‘ adalah
surat ketetapan pajak. yang menentukan jumlah pokok- pPajak samaj besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan selanjutnyajjtidak ada
kredit pajak; ;

'.2 1. Surat Ketetapan Pajak bacrah Lebih Bayar, yang selanjumja disingka& SKPDLB

adalah surat ketetapan pPajak yang menentukan jumlah kelebihan Peinbayaran
pPajak karena jumlah kredit rajak yang telah dibayar lebih besar dari ada pajak
b

" . ' yang scharusnya terutang; . &
' 22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

-untuk melakukan tagihan prajak-dan/atan sanksi administratif be‘ru; a bunga

kesalahan tulis,” kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
ketentuan tertentu di dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakza
' Yang - terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetap Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Peémbetulan
dan Surat Keputusan Keberatan; ’

24. Surat Keputusan -Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan ?ftei’hadap

Surat Ketétapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pgjak Daerah Lebih Bdyar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihgk ketiga yang diajd‘rlkgn oleh
wajib pajak; - T ) . &

. 25. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pdjak atau

JPenanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan ';bénding,
berdasarkan peraturan Perundang undangan perpajakan yang berlaku; L

26. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding iterhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; . v
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara tcraf;pr untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi, harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolchan dan pefiyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut; o
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang- dilaksanakan secara objektif dan prc{fessional
- berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pe ": enuhan
kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalani? rangka
melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah; :

29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serdngkaian

: BAB II :
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Depgan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak kepada orang pribadi atau Bagla.;n atas
setiap pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, -

Ht;laman 5




- Taifpajak

. dimaksud dalam Pasal 6.

Pasai 3

(1) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air t‘{ipah

. .(2) Dikecualikan dari objek pajal air tanah adalah : i

_ &. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan. daa;ia.r, rumah
tangga, ‘pengairan. pertanian: dan perikanan rakyat, serta unt\?{k; sarana

peribadatan; _ i
b. Pengambilan' dan/atau pemanfataan air tanah oleh Pemerintah ﬁ’usat dan
Pemerintah Daerah.- . e ﬁ ",
c. Pengambilan dan/atau pemanfataan air tanah oleh Badan Usaha t" Negara

~dan Bagdan . Usaha Milik Daerah yvang khusus i . untuk
menyelenggarakan usaha -eksploitasi dan pemeliharaan penga.iﬁ'a.n serta
mengusahakan air dan sumber-sumber air.,

d. Pengambilan dan/atan pemanfataan air tanah untuk pmanggulang%:bahaya

kebakaran dan untuk keperlian peneclitian serta penyelidikan g tidak
- menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan
pengairan beserta tanah turunannya. ,

' s : Pasal4 s

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atan  badan yang mnielakukan
péngambilan dan/atau pemanfaatan airta.na’h._ :

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mnielakulkan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. ) :
T . BABII _ . e
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN P. A

: : Pasgal 6 e i
(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Ajir Tanah. &

: _ g
- [2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam

rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau sclun:;‘g'h faktor-

faktor berikut : A : g

a. Jenis sumber air;

b. Lokasi sumber air;

- Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

. Kualitas air; dan : :

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau

pemanfaatan air. : - £

(3) Besarnya Nilai Perolehan Pgjak Air Tanah sebagaimana dimaksud padé ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. ' " .

: Pasal 7

seBesAR20%%:

Pasal 8 :

Besaran pokok pajak air tanah yang tcrufang dihitung dengan cara mcngafiikaln tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak scbé,ga:mana

I 1A = Al o)

el tanaRVdietap I

1

BAB lv N
WILAYAH PEMUNGUTAN
: Pasal 9
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Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air tanah.

(1)
(2)

3)

(4)

© . perhitungan.

(8))]

@

(1)

(2)

(3)

(1)

SRR Y !
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 [satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
“Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tcrut%&ng.

Pasal 11

BAB VI

' TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ° =
Pasal' 12 = ‘

. Pemungutan pajak &ilarang diborongkan. .

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan -ﬁ’eraturan
Peruindang-Undangan qupaj_a.kan. (e g

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan etapan
Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atan dokumen
dipersamakan.- . : :

Dokumen lain yang dipersainakan s’e_bagaimana dimaksud ayat (3) ber pa nota

. Pasal 13 : S8
Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebb gé.irnana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. ,

Ketentuan lebih lanjut méngenai tata cara pengisian dan Penyampaian D atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat i(3). diatur
dengan Peraturan Walikota. _ A Sl

SURAT TAGIHAN PAJAK
: :  Pasal 14

Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau dé¢nda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
‘sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak. 2
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo chhbayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga BebesariRoss(duaspEEich) sebulan
dan ditagih melalui STPD. o i g T

{
BAB VII. 4
vl
h
}

¥

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15 :

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetor’f pajak

yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat te Aitangnya

. pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oifehj wajib
i - : b

(2)

pajak. 4
SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan danngputusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar b ﬁhmbah

*

-maci'nupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jang}?%t waktu

P

i g lama 1{satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. ¢

£
¢
Fi
i
B
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A3). Wélikota atau pejabat yang : ditunjuk atas permohonan wajib pajzi:;k setelah

. dikenakan Bifpazsspes
9
" Peratiran Walikota.

(1)

()

" pembayardh, angsuran dan pchunglaa.n pembayaran pajak dia

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetuju%n kepada

wajib Ppajak untuk mengangsur aE(au menunda pembayaran paja'%c dengan
esnoY OoapEseeselE.

NPBTE

2:;»_;‘45&4 EETER e :
1, tempat

Ketentuan lebih 'Iaxijﬁt mengenai tata cara pembayaran, penyetor.
dengan ’

: 5 Pasal 16 L
Pajak yang terufan'g berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pe ' bétula.n,

- Surat KXeputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak at kurang
'dib'a.yar_oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan'surat pakga. .
Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

(1)

(2)

k)

- undang-undangan.

Atas pérmohonan Wajib Pajak, Walikota ciapat memberikan pcn' angan,
keringanan dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksinya rena hal-

hal tertentu. . ; . i
Tata: cara - pemberian pengurangan; keringanan da n, g:asin Pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan RefBiERWalKDEGH"
o x
4 KEBERATAN DAN BANDING ;
Pasal 18 I

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota afau PGJ'%ba‘i" yang

* ditunjuk atas suatu : v _ , S
 a. SKFD; : : e . .

(2)

(3)

(4)

- (6)

(7)

(1)

b. SKPDLB; dan Ty i

c. Pemotongan atau pemungutan. oleh pihak ketiga berdasarkan l%';cte;ntuan
peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah. * :

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dehgaxii: disertai

alasan- alasan yang jelas. ' : Eoo

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana imaksud

: pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bah ,a jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paluig sedikit
: £ :

- sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. . .
5

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud éada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat cheratmé}?.ehingga

H

tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota ataélf pejabat

yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat po$ tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
Pengajuan - keberatan tidak menunda kewajiban membayar pa_i;,a.‘k' dan
pelaksanaan penagihan pajak. e : I
18 : ' Pasal 19 .
Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sej ¢ tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan. e ' N

: Hﬁlaman 8
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(1) Wajib Pa_]ak dapat mcngajukan permohonan banding hanya kepada

-(2) Permohonati banding sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diajukad

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat bcrupa. menerima selumhnya atau
sebagian, mienolak, ataii menambah besarnya jumlah pajak yang terut 18

(3) Apabila jangka waktu sebagazmana dimaksud pada ayat (1) telah lgivat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajuk | tersebut
dianggap dikabulkan.

~ Pasal 20

: ngadﬂan
Pajak terhadap keputusan mcngcnai keberatannya yang ditetapkan oleh ¥ alrkota

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangkd waktu 3
(tiga) . bulan sejak keputusan ditu-ima, dﬂampiri salinan dari surat Kep
kebcratan tersebut. :

(3) Pengajuan’ permohonan bandmg mmangguhkan kewa;xban memba, ar pa_;ak

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.j {

(1) Jika pcmgajuan keberatan atan permohonan banding dikabulkan seba an atau
selu

. ruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambah
- imbalan bunga sebesar 2% (dua pmen) sebulan untuk paling lama 24 ( ha puluh
mpatj bulan.
(2) Imbalan bunga sebagannana dn.maksud pada. ayat (1) dihitung sejfk bulan
‘pehinasan s&mpai dengan diterbitkannya SKPDLB,

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dxkabulkan sebagian, w Jlb paga.k

- dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh petsen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan p ak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi adrfnmstratxf

berupa denda sebesar 50% {ima puluh pcrsen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan. -

';'(5)- Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, w 1b . pajak

dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) d jumlah
pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pcmbayaran p ak yang
telah: chbayar sebelum mengajukan keberatan. S

: BAB X1 ;
PEMBETU’LA.N PEMBATALAN, PERNGUKANGAN KETE xs‘i’k?ﬁh
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF :
- Pasal 22

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Wa.hkota dapat
membetulkan SKPD STPD dan SKPDLB yang dalam pcnerbltannya,xterdapat
. kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan pénerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang—Undangan Perpajakan Dé.crah

(2) Walikota dapat s ;-

a. Mcngurangkan atau menghapuskan sanksi adm.inistratzf berupa bunga, denda
kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kgkhxlafan

~  wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD dan SKPDLB yang tidak benar,

. Mengurangkan. atau membatalkan STPD; "

d. Membatalkan hasil pemenksaan atau ketetapan pa_ja.k yang dﬂaksa.nakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

€. Mengurangkan ketetapan pajak terutang . berdasarkan pertu:nbangan.
kcmampuan mcmbayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(e}

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pcngha..pusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan kctc*apa;n paJak
sgbagalmana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

!
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(1)

- @

‘BABXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

: Pasal 23 >
Atas kclcblhan pembayaran paJalc wajib pajak dapat menga_]ukan perﬁ:nohonan

'pengcmbahan kepada Walikota.

Walikota atau pcjabat yang dxtu;muk dalam jangka waktu palmg lam 12 (dua

. belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan peinbayaran

(3)

pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dil paux dan

: Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu kcputu , maka

-pefmohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan d ) SKPDLB

_ harus diterbitkan dalam jangka wakiu paling lama 1 {satu) bulan.

4).

©

Apabila wajib pajak mcmpunyai utang pajak lainnya, kelebihan p bayaraI}
pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhimngkan untuk cluna.s1
terlebih dahulu utang pajak terscbut. -

ngembalian kelebihan pcmbayaran pajak sebagaimana dimaksud p ayat (1)
dilakukan- dala:m jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diter itkannya

. SKPDLB.

(6)

(7

1)

(2)

(3)

(4)

- (9)

(1)

@
RE)

Jika pmgembalian kelebihan panbayaran pajak dilakukan setelah lewa waktu -
{dua) bulan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imb bunga
sébesar 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran clcbxhan.

pembayaran pajak.
Tata ‘cara pengembalian kelebihan p@mbaya.ran pajak scbagannana. ﬁ.unaksud

pada. ayat (1) diaxur dengan Peraturan Walikota.

>
ES

BAB XIII : 3
KEDALUWARSA PENAGIHAN . : 2

Pasal 24 {
‘Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah ;lampaul
waktu ‘5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak, kecuali apa 11a Wajib.
Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
Kedaluwarsa pcnag:.han paJa.k sebagaimana yang d1maksud ayat (1) tthangguh
apabila: :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atan
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak ba.1k langsung mauliun tidak

langsung.

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana éu:naksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dlhxtung sejak! tanggal
pcnyampalan Surat Paksa tersebut.

Pengakua.n utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyau
utang pgjak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

'Pengakuan utang pajak secara:tidak langsung sebagaimana dimaksud gada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsur.,‘a.n atan
penundaan pembayaran dan pcnnohonan keberatan oleh Wajib Pajak. )

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDAIJUWARSA
‘Pasal 25

qutang paj&k yang tidak mungkm ditagih lagi karena hak untuk m¢1ak11kan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. :

Walikota menetapkan keputusan pcnghapusan piutang pajak . yang sudah
kedaluwarsa’ sebagaimana pada ayat (1).

Tata cara penghapusan pmtang pajak yang sudah kedaluwarsa dzatu}- dengan
Peraturan Wahkota e :

EHalutnan 10




(3) ‘Wewenang Pcny1d1k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

. a. Meherima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketcrangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar Jc;-;terangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pq}:adx atau
badan ‘tentang kebenaran- perbuatan yang dilakukan schubungap dengan
© tindak pxdana. di bidang perpa_]akan daerah; .

c. Meminta keterangan dan bahan bukti. dari orang pribadi at:ip badan
sehubungan dcngan tindak pidana. di bidang perpajakan dacrah; é-‘

d. Manenksa. buku-buku " catatan-catatan dan dokumcn—dokuxgen lain
‘berkenaan dengan tmdak pidana di bidang perpajakan daerah;

€. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pe bukuan,
. pencatatan dan dokumen lain serta ‘melakukan peny:taan terhadap bahan
- bukti tersebut; § g
f. Meminta bantuan’ tcnaga ahli dalam rangka pclalmanaan tuga.s ppnyxdxkan
tindak pidana di b1dang pérpajakan daerah;
i g Mmyuruh bm-hentx dan/ atau melarang seseorang mmmggalkan ru gan atau

' - tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksalidentitas
orang dan/atau dokemen sebagaimana dimaksud hurufe di atas; ,j, .

h. Memotret seseorang yang bcrkaitan dengan tindak pidana dx bidang
_ perpa_lakan dacrah

& Memanggd orang untuk dxdengar ketcrangannya dan dapenkséz sebagai
~ tersangka atau saksi; - ¥
i Menghennkan Pcnyxd:kan : 2 ' ‘ :

k ‘Melakukan b.n.dakan lain yang perlu untuk kelancaran pcnyxdtkan tindak

~pidana di bidang perpa,;akan daerah menurut hukum dalh dapat
dipertanggungjawabkan. ;

(4) Penyidik sebagaimana dxmaksud ayat (1) mmbentahukan dimulainya
- . .dan menyampaikan hasil penyidikannya kcpada Penuntut Umu
Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yal
‘dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidag a. :

Pasal 29

o 7

(2)'

dxpx_gapg déngan pidana kurungan smm%h(
- PAIHEIbARYEARP;10:000:000: (sEpRINH U IO pis .
(3) -Penuntutan terhadap undak pidana sebagaimana dlmaksud pada ayg.t (1) dan~— -

- (4) ’I‘untutan pidana sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) da.n ayat (2)
: tindak pxdana pengaduan.

Pasal 30 ' 1

Denda scbagmmana dimaksud pada Pasa.l 29 ayat (1) dan ayat (2) nicrupakan
pcnenmaan Ncgara ;

&
8
!
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

T S : Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua aturan yang
_tentang pajak air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
o e TR Pasal 32 < N
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukitting
. i ' Ditetapkan di : Bukittin:
pada tanggal :10 febro
~ WALIKOTA BUKITTIN

dto,
ISMET AMZIS
" Diundangkan di = : Bukittinggi e
pada tanggal. £ 110 Februaei 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dto,

2 HERRY RUSLI, SH g o
" Pembina Utama Mnda,_MP. 195708311980031005

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2011 NOMOR

e ey
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;
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: PENJELASAN ATAS -
' PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 2 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK AIR TANAH -

Y

sy

Wy - S e by

jun . 2009

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tal
i Undang-

tetritang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah scbagal pengganti
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi se
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut seluruh jenis pa
dan retribusi daerah secbagaimana yang telah diamanahkan d

" Undang Nomor 28 Tahun 2099 tersebut. ¥

 'Salah ‘satu jenis pajak daerah tersebut adalah Pajak Air Tanah.}Pajak air
' tanah ini sebelimnya menjadi kewenangan Pemerintahan Dacrah Pr insi dan
" dengan ditétapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, k nangan
. pajak air taiah dilimpahkan pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Deng
- kewenarigan ini, pemerintah Kota Bukittinggi berwenang melakukan pgngaturan
dan pemungutan pajak air tanah sesial dengan aturan yang bexlaku dan
pemungutan ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Cukup jelas. s : '
. Pasal 3 :
‘Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a :
Pengecualian objek pajak atas pengambilan .dan/atau
pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar ruma.h tangga,
pengairan dan perikanan rakyat serta untuk sarana peribadatan
tetap memperhatikan - kelestarian lingkungan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. L

Huruf b e e
Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek .paj;z;xk adalah
_pengambilan dan/atau pemanfaatan ait tanah yang @di akukan

oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik & aerah.

Huruf c
Cukup jelas.
; Huruf d
R | Cukup jelas.
‘Pasal 4 s/d Pasal 32  Cukup.jelas
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